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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMAL 
KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL 
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF 
PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 PP Nomor 23 Tahun 
2003 serta Pasal 5 PP Nomor 56 Tahun 2018, Menteri Keuangan menetapkan 
pedoman pemantauan perkembangan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan pinjaman daerah, menetapkan batas maksimal pinjaman daerah, serta 
menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah setiap tahun anggaran, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021.  

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN 
No.4916), PP 23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.48, TLN No.4287), PP 56 Tahun 2018 
(LN Tahun 2018 No.248, TLN No.6279), PP 12 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.42, TLN 
No.6322), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 
217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 
0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2021. Batas 
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar 
0,34% (nol koma tiga empat persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2021. 
Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD harus mendapatkan persetujuan dari 
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Dalam rangka pemantauan Defisit APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah 
melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2021 kepada Menteri Keuangan 
c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah 
mengenai APBD ditetapkan. Dalam rangka pemantauan Pinjaman Daerah, 
Pemerintah Daerah melaporkan posisi kumulatif Pinjaman Daerah dan kewajiban 
pembayaran kembali Pinjaman Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal 
Bina Keuangan Daerah setiap semester dalam tahun anggaran berjalan. Menteri 
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan 
terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah 
untuk membiayai Defisit APBD dan/atau untuk membiayai pengeluaran 
pembiayaan. 



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  

a. PMK 138/PMK.07/2009 (BN Tahun 2009 Nomor 281);  
b. PMK 149/PMK.07 /2010 (BN Tahun 2010 Nomor 416);  
c. PMK 127/PMK.07 /2011 (BN Tahun 2011 Nomor 500);   
d. PMK 137/PMK.07/2012 (BN Tahun 2012 Nomor 852); 
e. PMK 125/PMK.07/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 1080);  
f. PMK 183/PMK.07/2014 (BN Tahun 2014 Nomor 1236); 
g. PMK 153/PMK.07/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1181) sebagaimana telah 

diubah dengan PMK 153/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1555); 
h. PMK 132/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 1320) sebagaimana telah 

diubah dengan PMK 191/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1773); 
i. PMK 117/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1172) sebagaimana telah 

diubah dengan PMK 191/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 Nomor 1773); dan 
j. PMK 106/PMK.07/2018 (BN Tahun 2018 Nomor 1209), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2020 dan diundangkan 
pada tanggal 1 September 2020. 

  - Lampiran halaman 16-23. 

 


